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I. UMUM 

Penyelenggaraan Kepalangmerahan merupakan salah satu pelaksanaan 

perikemanusiaan yang adil dan beradab, wajib mendapatkan pelindungan. 

Pelindungan tersebut, terutama untuk menjamin dalam penyelenggaraan 

kegiatan Kepalangmerahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan PMI serta 

penggunaan tanda pengenal oleh pihak yang melakukan penyelenggaraan 

Kepalangmerahan pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan keamanan. 

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang mengatur mengenai 

penyelenggaraan Kepalangmerahan oleh Pemerintah dan PMI serta 

penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan 

keamanan. 

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, antara 

lain: 

a. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa damai; 

b. penyelenggaraan Kepalangmerahan pada masa konflik bersenjata; dan 

c. penggunaan tanda pengenal pada saat terjadi kerusuhan dan gangguan 

keamanan. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain, peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai penanggulangan Bencana. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 
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Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “masyarakat menjadi tangguh Bencana” 

adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengenali 

ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber dayanya 

untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan 

kapasitas demi mengurangi risiko Bencana. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” misalnya, 

layanan air dan sanitasi, dapur umum, pertolongan pertama, 

pelayanan ambulans, layanan kesehatan keliling, pelayanan 

kesehatan dasar darurat, penampungan darurat, pemulihan 

hubungan keluarga, dan dukungan psikososial. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas.  

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Istilah pemulihan hubungan keluarga dalam ketentuan ini dikenal 

juga dengan istilah reunifikasi keluarga. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pendirian dan/atau pengelolaan 

penampungan darurat” adalah kegiatan mendirikan dan mengelola 

tempat menampung korban Bencana/konflik dalam jangka waktu 

tertentu, dengan menggunakan bangunan yang telah ada atau 

tempat berlindung seperti tenda, hunian darurat, dan sebagainya. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah suatu 

kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

terpadu, terintregasi, serta berkesinambungan untuk memelihara 

dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk 

pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, 

dan pemulihan kesehatan. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “pelayanan sosial” adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memberikan 

dukungan kepada kelompok rentan dan/atau kelompok berisiko 

tinggi yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dan nilai-

nilai masyarakat. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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